
POHON KINERJA

           Penanggung Jawab : Kepala Dinas            Penanggung Jawab : Kepala Dinas

Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai 

Realisasi Investasi)
 IKM

 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan  Non Perizinan dan 

Penanaman Modal

Meningkatnya Investasi Daerah

IK:  Persentase Perumbuhan Investasi

Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal

Terciptanya Iklim yang Kondusif untuk Penanaman Modal
Meningkatnya Efektifitas 

Promosi Penanaman Modal

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman 

Modal

Meningkatnya Kualitas Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman Modal

Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem 

Informasi Penanaman Modal

Persentase Ketersediaan Dokumen  Penanaman Modal Jumlah Peningkatan Investor
Persentase Penerbitan Perizinan dan Non 

Perizinan Penanaman Modal

Persentase Pelaksanaan Monitoring dan 

Evaluasi Penanaman Modal

Persentase Laporan Database perizinan dan 

Non Perizinan

Tersedianya Pengelolaan  Data  dan  

Informasi  Perizinan  dan Non Perizinan yang 

Terintegrasi pada Tingkat daerah 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman   Modal yang Menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota

Ditetapkannya kebijakan Daerah dalam Pemberian 

Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Tersusunnya Peraturan Daerah 

(Perda) Rencana Umum 

Penanaman Modal Daerah 

Kabupaten/Kota

Tersusunnya Peraturan 

Daerah yang Mengatur 

Promosi Penanaman Modal 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Tersedianya  Pelayanan  Terpadu  Perizinan  

dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik bagi Pelaku Usaha

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pemantauan Pelaksanaan Penanaman  Modal 

bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha

Tersedianya Data dan Informasi Perizinan 

dan Non Perizinan Berbasis Sistem 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan 

Dimanfaatkan

Persentase Pengolahan Data dan 

Penyusunan Laporan

Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas 

/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Persentase Jumlah Promosi 

Investasi  diikuti 

Persentase Perizinan Umum Terlayani dengan 

online

Persentase Pelaku Usaha yang melaporkan 

LKPM ( Laporan Kegiatan Penanaman Modal)

Penanggung Jawab : 

fungsional/ Analis Kebijakan

Penanggung Jawab : fungsional/Analis 

Kebijakan

Penanggung Jawab : Fungsional/Analis 

Kebijakan

Persentase Jumlah Regulasi  Penanaman Modal
Persentase Peta Potensi Investasi 

Tersedia

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang 

Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah

Jumlah Peta Potensi Investasi 

dan Peluang Usaha 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil 

Kegiatan Promosi Penanaman 

Modal Kabupaten/Kota

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha 

yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan 

Komitmen Perizinan Berusaha dan Non 

Perizinan Penanaman Modal

Jumlah    Pelaku    Usaha    yang    

Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan 

Penanaman Modal

Terlaksananya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang 

Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah

Tersedianya Peta Potensi dan 

Peluang Usaha Kabupaten/Kota

Terlaksananya Kegiatan 

Promosi Penanaman Modal 

Kabupaten/Kota

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Penanaman Modal Penanggung  Jawab : Kepala Bidang 

Penanaman Modal Penanggung Jawab : Kepala Bidang  Pelayanan Perizinan Penanggung Jawab : Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi
Penanggung Jawab : Kepala Bidang Informasi , Data dan 

Pelaporan

Penanggung Jawab : Fungsional/ Analis Kebijakan
Penanggung Jawab : 

fungsional/Analis Kebijakan

Penanggung Jawab : 

fungsional/Analis Kebijakan

Jumlah Peraturan Daerah (Perda) 

Renacana Umum Penanaman 

Modal Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Peraturan Daerah 

yang Mengatur Promosi 

Penanaman Modal 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan 

Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha 

yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan  

Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik yang Diolah, Dikaji dan 

Dimanfaatkan

Penanggung Jawab : 

Fungsional/Analis Kebijakan

Penanggung Jawab : Fungsional/Analis 

Kebijakan

Tersedianya Penetapkan Pemberian Fasilitas/Insentif 

Dibidang Penanaman  Modal  yang  Menjadi  Kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota

Tersedianya  Peta Potensi 

Investasi Kabupaten/Kota

Terlaksananya  Promosi 

Penanaman Modal yang 

Menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/ Kota

Terlaksananya  Perizinan  dan  Non perizinan  

Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang 

Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/ Kota

Penanggung Jawab : fungsional/Analis 

Kebijakan

Penanggung Jawab : fungsional/Analis 

Kebijakan

Penanggung Jawab : fungsional/Analis 

Kebijakan

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha 

yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif 

Daerah

Tersedianya  Layanan  Konsultasi  dan 

Terkelolanya Pengaduan  Masyarakat 

Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan 

Non Perizinan

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 

bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha

Penanggung Jawab : Fungsional/Analis Kebijakan

Penanggung Jawab : Fungsional/ Analis 

Kebijakan

Penanggung Jawab : Fungsional/ Analis Kebijakan
Penanggung Jawab : Fungsional/ 

Analis Kebijakan

Penanggung Jawab : 

Fungsional/ Analis Kebijakan

Penanggung Jawab : Fungsional/ Analis 

Kebijakan

Penanggung Jawab : Fungsional/ Analis 

Kebijakan

Penanggung Jawab : Fungsional/ Analis 

Kebijakan

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif 

Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha

Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan 

Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan 

Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu

Perizinan dan Non Perizinan

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha 

yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengawasan

Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan 

Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen 

Perizinan Berusaha dan Non Perizinan 

Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari 

Pelaku Usaha

Terlaksananya    Koordinasi    dan    

Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan 

Penanaman Modal bagi

Pelaku Usaha

Penanggung Jawab : Fungsional/ Analis 

Kebijakan




